WALIKOTA BINJAI

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 63 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 24
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI

Menimbang

Mengingat

JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

bahwa  dalam rangka  efektifitas pelaksanaan
pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Atas Sewa Tapak Bangunan Milik Pemerintah Daerah
dan Pemakaian Bangunan Milik Pemerintah Daerah
oleh Pihak Ketiga, serta sesuai dengan ketentuan Pasal
24 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 23
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
perlu merubah perjanjian sewa/kontrak menjadi
selama 5 (lima) tahun;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Binjai Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah  Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih
darKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4.

10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonéesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Binjai Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Binjai Nomor 4);



(2) Pihak yang diprioritaskan untuk memakai bangunan milik
Pemerintah Daerah adalah oleh pihak ketiga/swasta yang
menggunakan selama ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 Desember 2012
WALIKOTA BINJALI,

ttd
MUHAMMADIDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

H. ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2012 NOMOR 63



